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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

       Berdasarkan paparan hasil penelitian tersebut yang telah dilakukan oleh 

peneliti maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

       Peran KPPU dalam proses E-Tendering belum maksimal karena selama ini 

dalam proses penegakan hukum E-Tendering hanya mengacu pada tender 

manual sehingga belum terdapat fungsi pengawasan secara lebih khusus kepada 

tender elektronik ditambah lagi Peraturan Kepala LKPP belum melibatkan 

dalam proses pengawasan dari KPPU karena hanya mengatur hal teknis saja 

sehingga akses masuk kedalam data base lelang LPSE belum ada. 

       Dalam pencegahan persekongkolan proses pengadaan barang/jasa 

Pemerintah secara elektronik tidak ada kerjasama antara LKPP dan KPPU yang 

dituangkan dalam MoU atau SKB antara LKPP dan KPPU sehingga tidak 

adanya pengaturan kewenangan antar keduanya serta tidak terdapat peran 

KPPU untuk memudahkan penyelidikan KPPU terhadap kecurangan dalam 

pemenangan tender E-Tendering, sedangkan pengawasannya terhadap E-

Tendering KPPU hanya mendasarkan pada laporan yang dibuat oleh pelaku 

usaha dan setelah itu baru dilakukan pemeriksaan yang disamakan dengan 

tender manual atau konvensional selanjutnya untuk koordinasinya dengan 

LKPP masih terbatas hanya pada pemanggilan saksi ahli dan memberikan saran 

dan pertimbangan saja. 
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B. Saran 

1. KPPU seharusnya melakukan koordinasi dengan LKPP tidak sebatas hanya 

pada memberikan saran dan pertimbangan saja tetap tetapi yang utama dalam 

pengadaan jasa Pemerintah dituangkan dalam Nota Kesepahaman (Mou) atau 

Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk mencegah adanya dualisme antara 

KPPU dan LKPP serta memudahkan penanganan jika terdapat persekongkolan 

tender.   

2. Perlu adanya suatu pengaturan mengenai sistem atau data elektronik yang 

wajib dipunyai KPPU berupa aplikasi yang mengawasi mengenai pengaturan 

lelang sampai pada pemenangan tender untuk menciptakan persaingan usaha 

yang sehat. 
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